
WALI KOTA BEI{ASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : qoo fqtz / \1KO

TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti
Laporan Hasil pemeriksaan BpK RI atas Lapoian
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi l,iorno.

- 13.A/LHP/XVrr.BDG/OSl2O2t tanggal t1 Mei 2021 ;b. Bahwa berdasarkan pertimbanlin sebagaimana
-dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan InstruksiWali Kota Bekasi aqar Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan Daerah Kota Bekasi segera
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BpK
RI _atas Laporan Keuangan pemerintah Daerah KotaBekasi Tahun Angga ran 2O2O.

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
I.y*g?" Negara _(l,embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO3 Nomor iZ, Tambahan

^ 
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor +ZaO;;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Nega.a RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5; iambahan

^ 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +SSS;;3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan pengelolaan dan tanggung JawabKeuangan Negara 

^(Lembaran Negiia 'nepublik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 6%, Tambahan

" ]fjil:ll,l:g.., Repubtik rndonesia Norno. ++oo;;.r. unoang_Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat danremerrntahan Daerah 
^ 
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor t26, f.amUahan

_ !91Uaran Negara Republik tnaonesia lVomo. ++SS);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOt+ tentangPemerintahan Daerah 
. 
(Lembaran N.g; RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor Z+?, 

- 
t".rrUuf_r.r_,Lembaran Negara Republik Indonesia irlom'or S5g7)sebagaimana telah btberapa kali di";;h- terakhirdengan Undang-Undang 'l,ro-o. t-T;;" 201stentang perubahan Kedua Atas UnaarigUrraang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang p._..i"l"t uri Daerah(Lembaran Negara Republik i"a""."ir-i.i"n 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2079
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Lernbaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2O20 Nomor 9 Seri A);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri A);



17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahrun 2O2O

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2O20 Nomor 72 Seri A).

KETIGA

KEEMPAT

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kota Bekasi

Lebih optimal dalam pengawasan data kepegawaian;

Berkoordinasi dengan Kepala BPKAD terkait
administrasi kepegawaian sebagai dasar pengajuan
belanja pegawai pada seluruh OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi;

Agar Melaporkan Progres Pelaksanaan penyelesaian
dimaksud kepada Wali Kota Bekasi Paling lambat
pada 16 Juli2O2l;

Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal I Ll'9' -bzt

\y KOTA BEKASI,

DT. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:
Yth. 1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA


